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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaaan R1  No. 158/1997 dan 

No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 

 

1. Konsonan Tunggal 

No. Huruf 

Arab 

Nama 

Latin 

Nama 

Latin 

Keterangan 

 alif - Tidak ا .1

dilambangkan 

 - ba’ B ب .2

 - ta’ T ت .3

 sa\  ' s\ s dengan titik ث .4

di atas 

 - jim j ج .5

 ha' h} ha dengan titik ح .6

di bawah 

 - kha’ kh خ .7

 - Dal d د .8

 za\  l z\ zet dengan titik ذ .9

di atas 

 - ra’ r ر .10

 - Zai z ز .11

 - Sin s س .12

 - syin sy ش .13

 sad s es dengan titik ص .14

di bawah 

 dad d de dengan titik ض .15

di bawah 

 ta’ t te dengan titik ط .16

di bawah 

 za’ z zet dengan titik ظ .17

di bawah 

 ain ‘ koma terbalik‘ ع .18

di atas 
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 - gain g غ .19

 - fa’ f ف .20

 - qaf q ق .21

 - kaf k ك .22

 - lam l ل .23

 - mim m م .24

 - nun n ن .25

 - waw w و .26

 - ha’ h ھـ .27

ham ء .28

zah 

’ apostrop 

 - ya’ y ي .29

2. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis 

lengkap 

: ditulis Aḥmadiyyah 

3. Ta’ Marbutah 

1. Transliterasi  Ta’  Marbutah hidup  atau  dengan  

harakat,  fathah,  kasrah,  dan dhammah, maka 

ditulis dengan “t” atau “h”. 

contoh: لفطرا ةاكز   : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri 

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”  

contoh : لحةط   - Talhah 

Jika  Ta’  Marbutah  diikuti  kata  sandang  “al”   

dan  bacaan  kedua  kata  itu terpisah maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h” 

Contoh:   ةنجلا ةضرو    - Raudah al-Jannah 

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata 

Arab yang sudah terserap  menjadi bahasa 

Indonesia 

: ditulis Jama‘ah 

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata 

lain, ditulis t 

 : ditulis Ni‘matullahh 

      : ditulis Zakat al-Fitri 
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4. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal     atau monoftong dan vokal 

rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

No. Tanda 

Vokal 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

1. ---   َ  --

- 

Fathah a a 

2. ---   ِ  --

-- 

Kasrah i i 

3. ---   ِ   -

-- 

dammah u u 

                        Contoh: 

بتك   - Kataba بھذي  – Yaz\habu 

كرذ Su’ila – سئل  – Zukira 

2. Vokal Rangkap/Diftong 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara    harakat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

No. Tanda 
Vokal 

Nama Huruf 
Latin 

Nama 

1

. 

 Fathah dan ya’ ai a dan i يــ َ

2

. 
 Fathah dan وـََ 

waw 

au a dan u 

Contoh: 

لحو Kaifa : كیف  : Haula 

 

5. Vokal Panjang (Maddah) 

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya 

berupa harakat dan huruf,  trasliterasinya sebagai 

berikut: 
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No. Tanda 
Vokal 

Nama Latin Nama 

 Fathah dan alif ā a bergaris َ◌  اــ .1

atas 

 Fathah dan alif َ◌  ىــ .2

layyinah 

ā a bergaris 

atas 

 kasrah dan ya’ ī i bergaris ◌   يــ .3

atas 

 dammah dan ◌    وــ .4

wawu 

ū u bergaris 

atas 

Contoh: 

Tuhibbūna :    نتحبو           al-Insān :  نلإنساا  

Rama> :          ىمر                 Qila : قیل  

6. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

dipisahkan dengan        Apostrof 

: ditulis a’antum 

: ditulis mu’annaṡ 

7. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan 

huruf kecil, kecuali terletak di  awal  kalimat,  

sedangkan  “al”  dalam  lafadh  jalalah  yang  berada  

di  tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) 

maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut 

ini: 

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan … 

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya 

menjelaskan … 

3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun. 

4. Billah ‘azza wa jalla 

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al- 

              : ditulis al-Qur’an 

 

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti 

dengan huruf Syamsiyah yang           mengikutinya 
: ditulis as-Sayyi‘ah 
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8. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan 

dengan huruf yang sama baik ketika berada di 

ditengah maupun di akhir. 

Contoh: 

دمحم  : Muhammad 

◌ دلوا  : al-Wudd 
 

9. Kata Sandang “ال “ 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf “l ”. 

Contoh: أنلقرا  : al-Qur’ān 

لسنةا  : al-Sunnah 

 

10. Huruf Besar/Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak 

mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini 

disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang 

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada 

awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. 

Contoh: 

al-Gazali al-Imamm :                   يلازغلم الإماا 

al-Mas\ani> al-Sab‘u :                 يمثانلالسبع ا 

Penggunaan  huruf  kapital  untuk  Alla<h  hanya  

berlaku  bila  dalam tulisan Arabnya lengkap dan 

kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada  huruf 

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 

tidak digunakan. 

Contoh: 

نم الله  Nasrun minallahi : نصر 

اعمیج لأمراالله       : Lillahii al-Amr jamia 
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11. Huruf Hamzah 

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di 

atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di 

akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, 

maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya 

saja. 

Contoh: 

Ihya’ ‘Ulum al-Din :    نلديا معلو ءایحإ 

 

12. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), 

isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata 

tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 

Arab atau harakat yang dihilangkan,  

maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh : 

wa innaha lahuwa khairu al raziqinn : 

 نقیازرلاخیر  ولھ الله ناو 

 

13. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam 

rangkaian tersebut 

ditulis syaikh al-Islam atau 

syaikhul Islam 
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MOTTO 

 

يَ اللّٰه  عَنْه  قاَلَ, قاَلَ     قاَلَ: اللّٰه  صَلَّى اللّٰه  عَلیَْه  وَسَلَّمَ رَس وْل  عَنْ أبَ يْ ھ رَيْرَةَ رَض 

نْ ك رَب  يَوْم    نْ ك رَب  الدُّنیاَ نفََّسَ اللّٰه  عَنْه  ك رْبةًَ م  نٍ ك رْبَةً م  ؤْم  مَنْ نفََّسَ عَنْ م 

،،، یَامَة   الْق 

 

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW 

bersabda: “Barangsiapa yang meringankan (menghilangkan) 

satu kesulitan dunia dari seorang mukmin (atas 

kesusahannya di dunia), maka Allah akan meringankan 

darinya satu kesusahan pada hari kiamat”. -(HR Muslim no. 

2699)- 
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ABSTRAK 

 

Muhammad Umar Chasani, 2024. Prinsip Keadilan Hukum 

Terhadap Pembebanan Dana Ta’zir Dalam Penyelenggaraan 

Dana Pensiun Syariah, Skripsi Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. 

 

Dana ta'zir diatur dalam peraturan pemerintah dan 

POJK. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 1992 hanya 

mengatur pembubaran perusahaan dana pensiun syariah. 

Adapun statistik menunjukkan 67 dana pensiun syariah per- 

November 2015 sampai dengan September 2023 resmi 

berhenti beroperasi. POJK nomor 33/POJK. 5/2016 juga 

hanya mengatur pembebanan. Sedangkan, Undang-undang 

nomor 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun tidak 

menjelaskan tentang Dana Ta'zir pada Dana Pensiun Syariah. 

Tujuan penelitian ini untuk menelusuri pembebanan dana 

ta'zir dalam dana pensiun syariah dan mengeksplorasi 

representasi prinsip keadilan hukum dalam hal tersebut. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini bahwa Dana Ta'zir harus 

dipertimbangkan dalam regulasi program pensiun syariah 

sesuai POJK nomor 33/POJK. 05/2016. Praktis: Penelitian ini 

memberikan alternatif hukum bagi praktisi terkait persoalan 

dana ta'zir.  

Penelitian ini adalah hukum normatif, meliputi sistem 

hukum, perbandingan, keselarasan, asas, dan sistematika 

hukum. Pendekatan termasuk analitis (analytical appproach), 

kasus (case approach), dan perundang-undangan (statute 

approach), serta teknik pengumpulan bahan hukum dengan 

analisis preskriptif.  
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Berdasarkan riset, disimpulkan bahwa pendanaan ta'zir 

bertujuan untuk mencapai keadilan dengan seimbang antara 

hak dan kewajiban. Perusahaan bertanggung jawab untuk 

melunasi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati, 

memberikan penundaan bayar satu tahun max. Jika tidak, 

perusahaan harus dibubarkan dan dibebaskan dari denda 

dengan izin OJK. 

Kata Kunci : Prinsip Keadilan Hukum, Dana Ta’zir, 

Dana Pensiun Syariah. 
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ABSTRACT 

Muhammad Umar Chasani, 2024. Principles of Legal 

Justice Regarding Charging of Ta'zir Funds in the 

Implementation of Sharia Pension Funds, Sharia Economic 

Law Study Program Thesis, State Islamic University (UIN) 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Supervisor : Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. 

 

Ta'zir funds are regulated in government regulations 

and POJK. Government regulation number 76 of 1992 only 

regulates the dissolution of sharia pension fund companies. 

Statistics show that 67 sharia pension funds from November 

2015 to September 2023 have officially stopped operating. 

POJK number 33/POJK. 5/2016 also only regulates charges. 

Meanwhile, Law number 11 of 1992 concerning Pension 

Funds does not explain the Ta'zir Fund in the Sharia Pension 

Fund. The aim of this research is to explore the imposition of 

ta'zir funds in sharia pension funds and explore the 

representation of the principles of legal justice in this matter. 

Meanwhile, the usefulness of this research is that the Ta'zir 

Fund must be considered in sharia pension program 

regulations in accordance with POJK number 33/POJK. 

05/2016. Practical: This research provides a legal 

alternative for practitioners regarding the issue of ta'zir 

funds.  

This research is normative law, including legal 

systems, comparisons, harmony, principles and legal 

systematics. Approaches include analytical (analytical 

approach), case (case approach), and legislation (statute 

approach), as well as techniques for collecting legal 

materials with prescriptive analysis. 
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Based on research, it is concluded that ta'zir funding 

aims to achieve justice by balancing rights and obligations. 

The company is responsible for paying off obligations in 

accordance with the agreed agreement, providing a payment 

delay of one year max. If not, the company must be dissolved 

and exempt from fines with OJK permission. 

Keywords : Principles of Legal Justice, Ta'zir Funds, 

Sharia Pension Funds. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lebih spesifiknya Pasal 1 angka 3 UUD 1945 Republik 

Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdaulat, sehingga pemenuhan ketentuan hukum sebagai 

prasyarat untuk mencapai tegaknya suatu negara. Jaminan 

hukum konstitusi harus ditegakkan oleh adanya pengakuan 

hukum dan keadilan.1 Sanksi atau denda (dana ta’zir) tersebut 

banyak ditemui dalam Dana pensiun  lembaga keuangan 

(dplk) Syariah, dan telah banyak dikutip dari sebagian yang 

ada dalam Skripsi yang ditulis Arianto Saputra, yang berjudul 

“Pemeriksaan Penatausahaan Dana Ta'zir dan Ta'widh untuk 

Nasabah PT. BRI syariah yang Gagal Bayar”2, terus juga ada 

skripsi milik Lenza Nani, dengan judul “Menelaah 

Penatausahaan Dana Ta'zir untuk Nasabah yang Tidak Patuh 

untuk Meningkatkan Disiplin”, Studi PT. Bank Syariah 

Mandiri Bandar Lampung3. 

Aturan hukum yang akan diteliti dalam skripsi ini 

khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang 

Dana Pensiun. Dalam Undang-undang disamping, tidak 

ditemukan ketentuan-ketentuan beserta penjelasan lebih 

lanjut mengenai pembebanan Dana Ta'zir dalam 

Penyelenggaraan Dana pensiun Syariah, Sehingga terjadi 

kekosongan aturan yang dijadikan sebagai Legal Problem 

Yuridis dalam penelitian ini, akan tetapi ketentuan-ketentuan 

                                                
1 Abdul Latif, “Jaminan undang-undang dasar 1945 di pengadilan 

yang tidak memihak”, (Jurnal Konstitusi, I, Februari, 2010), 50. 
2 Arianto Saputra, 2014, “Pemeriksaan Penatausahaan Dana Ta'zir 

dan Ta'widh PT. Nasabah BRI Syariah yang Gagal Bayar”. 
3 Lenza Nani, 2018, “Menelaah Penatausahaan Dana Ta'zir untuk 

Nasabah yang Tidak Patuh untuk Meningkatkan Disiplin”, Studi Bank 

Syariah Mandiri PT. Bandarlampung. 
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tersebut di dalam regulasi yang berada ditingkat bawahnya, 

seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun 

Berbasis Syariah, serta PP Nomor 76 Tahun 1992 Peraturan 

Pemerintah tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Adanya 

prosedur hukum itu adil jika terdapat unsur esensial negara 

hukum yang disandarkan oleh konstitusi (kepatuhan terhadap 

hukum). Setiap orang berhak untuk dihormati, diberlakukan 

yang adil, diberikan kepastian hukum, jaminan, dan 

penanganan serupa di hadapan hukum.4  

Permasalahan dari legal problem yuridis di atas, adalah 

bagaimana penerapan konsep nilai-nilai keadilan hukum 

dalam pembebanan Dana Ta'zir dalam Penyelenggaraan Dana 

pensiun  Syariah. Apakah Prinsip nilai keadilan tersebut 

sudah sesuai dan dapat diterapkan sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan?, serta Apakah prinsip keadilan hukum yang 

dituangkan di dalam regulasi sudah sepenuhnya relevan 

diimplementasikan dan/atau dilaksanakan?. Dalam hal 

tersebut, konsep ini harus dapat ditemukan dan dapat 

menyelesaikan permasalahan berdasarkan data atau fakta 

melalui analisis yuridis-normatif terhadap persoalan yang 

dihadapi. 

Prinsip Keadilan Hukum merupakan sebuah sistem 

aturan yang ditujukan kepada subjek hukum untuk 

menertibkan tingkah laku mereka, mencakup apa yang 

diperbolehkan serta mana yang tidak. Ada tiga nilai penting 

yang harus ada di dalam suatu hukum, sesuai dengan yang 

dijelaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa harus terdapat tiga 

nilai pokok di dalam suatu hukum. Ketiga nilai fundamental 

tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kejelasan hukum. 

                                                
4 Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945.....” 50. 
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Guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah 

tujuan utama dari pembuatan hukum seperti yang 

dikemukakan oleh Soenarjati Hatono. Munir Fuady dalam 

sebuah karyanya yang berjudul "Dinamika Teori Hukum" 

menyatakan bahwa keadilan hukum diartikan sebagai 

keadilan yang ditegakkan oleh hukum berupa hak dan 

kewajiban. Ketika keadilan ini akan disalahgunakan maka 

akan ditindak melalui proses sistem hukum. 

Dalam Islam, prinsip keadilan juga mengajarkan bahwa 

tidak diperbolehkannya salah satu pihak bekerjasama untuk 

menimbulkan kerugian pada pihak lain atau orang lain. Oleh 

karena itu, pengambilan risiko kerugian dalam usaha bersama 

atau patungan dan mempertimbangkan keadaan para pihak 

harus dilakukan secara jujur dan bijaksana untuk menghindari 

perasaan tidak adil di pihak manapun. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa ada pembebanan Dana Ta'zir dalam 

penyelenggaraan Dana pensiun  Syariah? 

2. Bagaimana representasi dari prinsip keadilan hukum 

terhadap pembebanan Dana Ta'zir dalam 

Penyelenggara Dana pensiun Syariah?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menelusuri mengapa adanya pembebanan dana 

ta’zir dalam penyelenggaraan dana pensiun syariah dan 

alasan serta tujuan diadakannya pembebanan Dana 

Ta'zir dalam Penyelenggaraan Dana pensiun  Syariah. 

2. Untuk Menjelaskan bagaimana representasi dari prinsip 

keadilan hukum dan mengeksplorasi upaya dan tujuan 

dari representasi prinsip keadilan hukum dalam 

pembebanan Dana Ta'zir. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis yang dapat diberikan oleh penelitian ini 

merupakan gagasan atau argumentasi terkait 

pembebanan Dana Ta'zir dalam beberapa regulasi pada 

umumnya di program studi Hukum Ekonomi Syariah, 

dan terkait dengan regulasi pengelolaan program 

pensiun dan diselenggarakan berdasarkan prinsip 

syariah pada khususnya.  

2. Kegunaan secara praktis, analisis ini bisa diterapkan 

sebagai sebuah jawaban serta juga bisa dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan hukum terkait 

penyelesaian persoalan pembebanan dana ta'zir dalam 

penyelenggaraan Dana pensiun  syariah yang dimana 

jawaban tersebut ditujukan kepada para praktisi hukum 

terkait dengan ketentuan regulasi Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan nomor 33/POJK.05/2016 mengatur 

penerapan program pensiun berbasis syariah demi tetap 

menunjang norma keadilan hukum. 

E. Penelitian yang Relevan 

1. Skripsi Arianto Saputra, dengan judul “Pemeriksaan 

Penatausahaan Dana ta'zir dan ta'widh PT. Nasabah 

BRI Syariah yang Gagal Bayar”, terdapat persamaan 

pembahasan terkait persoalan Dana Ta'zir, dalam 

metode penelitian dan jenis penelitian yang dilakukan. 

Akan tetapi terdapat perbedaan teori dan konsep beserta 

objek kajian yang digunakan dalam penelitian5. 

2. Skripsi Lenza Nani, dengan judul “Menelaah 

Penatausahaan Dana Ta'zir untuk Nasabah yang Tidak 

Patuh untuk Meningkatkan Disiplin”, Studi Bank 

Syariah Mandiri PT. Bandarlampung. Adanya 

                                                
5 Arianto Saputra, 2014, “Pemeriksaan Penatausahaan Dana Ta'zir 

dan Ta'widh PT. Nasabah BRI Syariah yang Gagal Bayar”. 
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kesamaan sejumlah teori dan gagasan yang diterapkan 

pada penelitian tentang konsep penerapan Dana Ta'zir. 

Akan tetapi, adanya perbedaan tentang objek yang 

dijadikan sebagai penerapan Dana Ta'zir, jenis dan 

metode penelitian yang digunakan oleh penelitian 

sebelumnya juga berbeda6. 

3. Skripsi Penelitian dilakukan di kantor PT. Bank Mega 

Syariah bertajuk “Analisis Pengelolaan Baik (TA'ZIR) 

Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah IB dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Nasabah” yang dilakukan 

oleh Linggar Prada Putra. Adanya kesamaan legal isu 

tentang penerapan dana ta'zir yang dipakai dalam 

skripsinya. Perbedaannya adalah terdapat dalam 

metodologi penelitian lapangan telah digunakan dalam 

penelitian ini.7 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik, Eva 

Misfah Bayuni, Firyal Nada, dan Zakiyah Zaini. dengan 

judul “Tinjauan kebijakan keuangan publik seperti yang 

dijelaskan Abu Ubaid dalam buku Al Amwal dengan 

mengacu pada BRI Syariah KCI Citarum di Bandung”, 

ditemukan adanya persamaan metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode deskriptif-analisis dan 

persamaan mengenai konsep pengelolaan dana ta’zir 

                                                
6 Lenza Nani, “Menelaah Pengelolaan Dana ta'zir bagi nasabah 

yang Tidak Patuh untuk Meningkatkan Disiplin”, Studi PT. Bank Syariah 

Mandiri Bandar Lampung, 2018 
7 Linggar Prada Putra, 2020, “Analisis Pengelolaan Denda 

(TA'ZIR) Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah IB dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Nasabah” (Studi Pada PT. Bank Mega Syariah 

Kantor Cabang Bandar Lampung). 
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Perbedaannya terdapat pada objek kajian yang 

digunakan dalam penelitian8. 

5. Jurnal Hamli Syarfullah, yang diterbitkan dari Jurnal 

MALIA Keuangan dan Perbankan Islam, Volume 5, 

Edisi 1, dengan judul “Penerapan Perspektif Mufassir 

Klasik Ta'widh dan Ta'zir pada Bank Syariah”, terdapat 

adanya kesamaan metodologi kualitatif diterapkan 

dalam penelitian, yang memfokuskan suatu objek kasus 

dana ta'zir. Perbedaannya adalah cara atau model 

pendekatan  dan subjek yang digunakan dalam 

penelitiannya9. 

F. Kerangka Teoritik 

1. Prinsip Keadilan Hukum  

Sudah menjadi rahasia umum dalam ilmu hukum 

bahwa salah satu tujuan hukum adalah menegakkan 

keadilan. Sampai dengan adanya pepatah hukum 

terkenal “iustitia fundamentum regnorum” yang 

menyatakan bahwa keadilan merupakan nilai yang 

paling tinggi, mendasar, dan mutlak di dalam hukum, 

hubungan antara hukum dan keadilan seringkali 

berkaitan.10 Tiga komponen pertama dalam menegakan 

hukum yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo 

adalah kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan, 

dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).11  

                                                
8 Abdul Malik et al., 2020, Tinjauan kebijakan keuangan publik 

seperti yang dijelaskan Abu Ubaid dalam buku Al Amwal dengan 

mengacu pada BRI Syariah KCI Citarum di Bandung. 
9 Hamli Syarfullah, 2021, Penerapan Perspektif Mufassir Klasik 

Ta'widh dan Ta'zir pada Bank Syariah, MALIA Journal of Islamic 

Banking and Finance (Vol. 5 No.1). 
10 Hyronimus Rhiti, 2011, Filsafat hukum,(Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 239. 
11 Sudikno Mertokusumo,1993, Bab-bab tentang penemuan 

hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1. 
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Hal terbesar serta paling praktis untuk segala hal 

adalah hukum. Menurut Gustav Radbruch, pemahaman 

bahwa hukum dapat mengedepankan manfaat, keadilan, 

dan kepastian hukum merupakan komponen penting 

dari hukum yang baik. Secara umum, keadilan 

bukanlah tentang memihak individu tertentu 

dibandingkan dengan yang lainnya. Setiap hak serta 

kewajiban yang setara di mata hukum merupakan acuan 

dari adanya keadilan. Mempunyai sebuah kewenangan 

di dalam hukum disebut juga sebagai hak. Untuk 

memperoleh perlindungan keadilan hukum, seperti hak 

atas pembelaan di depan hukum, adalah hak setiap 

orang.12 

Pada masa ini, penerapan keadilan sudah dimulai 

baik di bidang politik, ekonomi maupun di bidang 

hukum, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.13 

Segala aspek kehidupan, termasuk sistem hukum 

Indonesia, harus berlandaskan pada asas-asas yang 

terdapat dalam Pancasila. Meski norma hukum yang 

berlaku tidak dapat diubah di mana pun, namun kapan 

pun, peraturan yang ada dapat menjamin 

keberlangsungan undang-undang tersebut agar tetap 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini berbeda 

dengan hukum alam yang mengatur bahwa keadilan 

harus mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan 

memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang 

sudah ada.14 

                                                
12 Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, 2018, Kajian 

teoritis terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, Semarang, 

Mimbar Yustitia Vol. 2 No.2, 148-149.  
13 Amad Sudiro dan Deni Bram, 2013, Aspek hukum dan keadilan 

nasional dan internasional, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 164-173. 
14 Ibnu Artadi, 2006, “Dinamika Hukum dan Masyarakat: Antara 

Nilai Kejelasan, Kemanfaatan, dan Keadilan”, Oktober 2006, 68. 
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Menurut Teori Keadilan Aristoteles, bahwa yang 

dimaksud dengan keadilan dijelaskan secara detail 

dalam buku kelimanya yang berjudul Nicomachean 

Ethics.15 Menjelaskan bahwa untuk memahami 

keadilan dan ketidakadilan, pertama-tama harus dibahas 

tiga topik utama : (a) kegiatan dengan istilah-istilah 

yang terkait, (b) definisi keadilan, dan (c) apakah 

keadilan dapat ditemukan jika keadilan berada diantara 

dua posisi ekstrim tersebut. Oleh karena itu, diharapkan 

kajian ini dapat dan mampu memberikan rasa keadilan 

bagi para pihak, terutama bagi Perusahaan Pemberi 

Kerja yang dibebankan Dana Ta'zir/Denda oleh 

Penyelenggara Dana pensiun  Syariah. 

2. Konsep Dana pensiun  Syariah 

Dana pensiun adalah jenis badan hukum yang 

mengawasi dan mengelola skema manfaat pensiun. 

Dana pensiun Syariah itu halnya sama untuk 

menjalankan dan mengelola program manfaat pensiun 

yang mana dalam penyelenggaraannya harus sesuai 

dengan prinsip syariah16. Hal ini sebelumnya mengacu 

kepada Fatwa DSN MUI Nomor 88 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Pensiun 

Syariah yang mengacu juga pada Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang 

Penyelenggaraan Program Pensiun Berbasis Syariah. 

Jadi pelaksanaan program Dana pensiun  itu sudah 

syariah tentu karena sudah adanya dua regulasi 

                                                
15 Aristoteles, Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross, 

http://bocc.ubi.pt. Dibuka pada Tanggal 04 September 2023. 
16 Otoritas Jasa keuangan, Dana Pensiun, 

https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Dana-Pensiun.aspx dibuka pada 

tanggal 07 September 2023 

http://bocc.ubi.pt/
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Dana-Pensiun.aspx
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peraturan yang dijadikan acuan yang telah disebutkan 

diatas. 

Pemanfaatan dana pensiun syariah, sejenis 

lembaga keuangan selain bank yang dapat membantu 

memberikan kepastian bahwa pendapatan seseorang 

akan tetap berlanjut setelah mereka memasuki masa 

pensiun. Tujuan dari Dana pensiun umum tidaklah 

berbeda dengan Dana pensiun syariah, yaitu tujuannya 

untuk mempertahankan pendapatan yang berkelanjutan 

saat pensiun, sehingga tidak ada perbedaan antara 

skema pensiun tradisional maupun syariah berdasarkan 

fungsinya17. 

Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pedoman baik skema pensiun tradisional maupun 

syariah. memanfaatkan dana pensiun syariah melalui 

akad syariah dalam kegiatan operasionalnya 

menggunakan akad ketika berpartisipasi, atau 

membayar iuran. Program pensiun syariah harus 

memenuhi persyaratan syariah dengan tidak 

memasukkan komponen maisir, gharar, atau riba18. 

3. Konsep Dana Ta'zir dalam Dana pensiun  Syariah 

Kata ta'zir, KBBI, leksikon bahasa Indonesia 

yang komprehensif, menyatakan bahwa kata tersebut 

memiliki arti hukuman dijatuhkan berdasarkan atas 

kemampuan dan pandangan seorang hakim karena tidak 

adanya hukuman yang terdapat dalam Alquran dan 

hadis. Hukuman tersebut ditentukan oleh hakim 

berdasarkan beberapa sumber hukum yang ada sebagai 

                                                
17 Otoritas Jasa keuangan, Pensiun Sejahtera dengan Dana Hukum 

Syariah https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20667 

dibuka pada 12 September 2023 
18 Otoritas Jasa keuangan, Masa Pensiun Cerah bersama…, dibuka 

pada tanggal 12 September 2023 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20667
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bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah 

keputusan penjatuhan hukuman, karena hukuman atas 

tindakan tersebut belum ada dan belum dijelaskan 

dalam Alqur'an maupun hadis. Sehingga dapat 

dipahami bahwa hukuman yang tidak ditentukan oleh 

syara secara langsung disebut ta'zir, tetapi diberikan 

pada hakim untuk dipilih dan dieksekusi.19 

Sehingga hakim di pengadilan berwenang untuk 

menjatuhkan hukuman bervariasi dalam tingkat 

penjatuhan hukuman. Dimulai dari penjatuhan 

tergantung pada pelanggaran atau kesalahan yang 

dilakukan oleh pelanggar, hukumannya berkisar dari 

yang paling ringan hingga yang paling berat, dan 

hukuman tersebut tidak lebih sebagai penyadaran yang 

bersifat mendidik demi masyarakat umum. Oleh karena 

itu, hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan 

hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan pelaku, 

akan tetapi hukuman ta'zir juga tetap memperhatikan 

keadaan pelaku tersebut. Sehingga hukuman ta'zir tidak 

dibatasi dan tidak memiliki batas dalam menjatuhkan 

sebuah keputusan hukum bagi pelaku.20 

Dana yang sudah terkumpul dari pekerja atau 

peserta Dana Pensiun Syariah (DPPK) yang disponsori 

pemberi kerja selanjutnya kemudian wajib dibayarkan 

kepada perusahaan Dana pensiun syariah yang 

mengikuti hukum syariah saat menyiapkan program 

pensiun. Jika mendapati terlambat untuk dibayarkan 

kepada peusahaan Dana pensiun  syariah maka akan 

dikenai Dana ta’zir sebagai sanksi akibat keterlambatan 

                                                
19 Ahmad Wardi Muslich, 2006, Sekilas dan Pokok-pokok Hukum 

Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 249. 
20 Ahmad Wardi Muslich, 2006, Sekilas dan Pokok-pokok Hukum 

Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 249. 
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pembayaran pemberi kerja, dan dana ini digunakan 

untuk tujuan sosial.21 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif meliputi pemeriksaan 

sistem hukum, perbandingan hukum, persentase 

keselarasan sistem hukum, asas-asas hukum, dan 

sistematika hukum.22 Penelitian ini berfokus pada teori-

teori hukum yang mengatur penerapan dana ta'zir pada 

program pensiun syariah sebagai bahan objek kajian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Berbagai metodologi penelitian hukum normatif 

digunakan dalam penelitian ini, diantaranya pendekatan 

analitis atau pendekatan analitik (analytical approach), 

pendekatan undang-undang (statute approach) dan 

strategi kasus (case approach). 

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) merupakan metode penelitian berupa 

pendekatan berdasarkan analisis pada hukum dan 

peraturan undang-undang sebagai titik awal. 

Pendekatan jenis perundang- undangan adalah topik 

penelitian yang dipilih dalam penelitian ini karena 

undang-undang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Komprehensif (Comprehensive) dalam arti bahwa 

suatu norma hukum yang dikandungnya saling 

berhubungan secara logis satu sama lain. 

2) All-inclusive, artinya tidak akan terjadi 

kekosongan hukum jika suatu kumpulan norma 

                                                
21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 33/POK.05/2016, Bab 

1, Pasal 1, ayat 23. 
22 Oktrina, Dyah, Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian 

Hukum (Legal Search), (Jakarta: Sinar Grafika), 75. 
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hukum dapat mengakomodir semua kesulitan 

hukum yang relevan. 

3) Sistematis (Systematic), artinya aturan-aturan 

hukum bersifat hierarkis di samping saling 

berhubungan satu sama lain.23 

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), 

pendekatan ini dipilih karena kemungkinan besar 

teori-teori yang berbeda akan berkembang untuk 

suatu fakta hukum tertentu, diperlukan metodologi 

penelitian yang menggabungkan prinsip-prinsip ilmu 

hukum. Dengan menggunakan teknik konseptual ini, 

peneliti dapat mengidentifikasi konsep dan gagasan 

tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan subjek 

yang dipelajari. Peneliti kemudian dapat 

menggunakan konsep dan ide ini untuk 

mengembangkan argumen hukum untuk mengatasi 

masalah hukum yang disajikan24. 

c. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) 

merupakan suatu metode untuk mempelajari dan 

menganalisis permasalahan hukum guna 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

beberapa permasalahan hukum yang sudah 

diselesaikan dan berkuatan hukum tetap25. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diklasifikasikan pada 

penelitian hukum normatif, diantaranya data hukum inti 

dan data hukum pendukung (sekunder). Data sekunder 

                                                
23 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Teknik Penelitian Normatif 

Hukum, Malang, Boymedia Publishing, 303. 
24 Dr. Mukti Fajar ND, 2022, Dualisme penelitian hukum normatif 

& empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 187. 
25 Peter Marzuki Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Prenada Media Grub), 133-134 
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atau data kepustakaan sering disebut "bahan hukum", 

sedangkan bahan hukum selain hukum (non-hukum) 

disebut juga data hukum tersier. 

a. Bahan hukum pokok atau primer terdiri atas: 

undang-undang, beberapa hukum positif atau 

regulasi, keputusan pengadilan, serta perjanjian 

internasional (traktat). Sejumlah undang-undang dan 

peraturan menjadi sumber hukum utama yang 

dipertimbangkan dalam ulasan ini, seperti: 

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang 

Dana Pensiun,  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 

tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja  

3) POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang 

Penerapan Program Pensiun Berbasis Syariah 

merupakan perundang-undangan dan peraturan 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

b. Bahan hukum sekunder, atau bahan hukum yang 

dapat memperkuat serta melengkapi data hukum inti 

atau bahan hukum primer, dengan menambahkan 

lebih banyak secara detail, seperti: rancangan 

undang-undang, temuan penelitian yang relevan, 

buku teks artikel ilmiah, dan berita online adalah 

beberapa contoh dokumen penunjang (sekunder). 

c. Bahan hukum tersier, sering dikenal sebagai bahan 

berupa non- hukum, termasuk kamus, ensiklopedia, 

dan karya referensi lainnya. Dokumen hukum yang 

diklasifikasikan sebagai tersier mungkin 

memberikan pembenaran terhadap sumber hukum 

primer dan sekunder. Jika bahan non-hukum terkait 

atau memiliki signifikansi dengan masalah 
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penelitian, itu bisa berupa literatur non-hukum.26 

Oleh karena itu literatur tersebut dapat bermanfaat 

dan membantu penelitian. 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum  

Metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik 

studi dokumen dengan proses inventarisis bahan 

hukum, klasifikasi bahan hukum, dan sistematisasi 

bahan hukum. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis yang bersifat preskriptif dengan logika 

dan penalaran hukum. Analisis preskriptif bersifat 

analisis dengan memberikan gambaran atau justifikasi 

terhadap topik dan pokok bahasan. Mengenai analisis 

perspektif, metode analisis melibatkan penyajian 

argumen terhadap temuan penelitian sebelumnya. 

Argumen ini bertujuan untuk menggambarkan 

atau mengevaluasi tentang sesuatu yang boleh 

dikerjakan dan apa yang dilarang, dan/atau apa yang 

seharusnya berdasarkan fakta dan kejadian hukum, 

sebagaimana ditentukan oleh temuan penelitian. 

Tahap I : Mengidentifikasi informasi yang relevan dan 

menghapusnya untuk mengidentifikasi masalah hukum 

yang perlu diperbaiki. 

Tahap II : Mengumpulkan sumber hukum yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. 

Tahap III : Berdasarkan dokumen yang terkumpul, 

melakukan evaluasi terhadap potensi permasalahan 

hukum. 

Tahap IV : Menghasilkan kesimpulan berupa justifikasi 

atas kesimpulan tersebut. 

                                                
26 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Kencana), 143 
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Tahap V : Memberikan rekomendasi (preskripsi) 

berdasarkan pembenaran yang disajikan dalam 

kesimpulan.27 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam mencapai sebuah tujuan yang lebih terarah dan 

sistematis dalam memahami penelitian ini, Penyusun 

membagi beberapa bagian dalam analisis ini yaitu seperti 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan, di bagian penjelasannya 

diberikan pada Bab 1. untuk : 1) konteks historis masalah 

atau latar belakang masalah, yang berupa beberapa peraturan 

dan contoh kasus yang berkaitan dengan Pembebanan Dana 

Ta'zir dalam Penyelenggaraan Dana pensiun  Syariah, 2) 

Rumusan Masalah, yang merupakan sebuah dasar atau 

pemikiran awal dalam menentukan judul dan objek yang 

akan dibahas dalam analisis tersebut. 

Selanjutnya ada 3) Tujuan Analisis, 4) Kegunaan 

Analisis, yang isinya untuk memberikan informasi terkait 

kegunaan dari penelitian yang dilakukan 5) Kerangka 

Teoritis, sebuah kerangka yang dibuat guna memudahkan 

penulis untuk menyusun penelitian yang dilakukannya 6) 

Penelitian yang Relevan, 7) Metode Penelitian, yang 

merupakan sebuah langkah dalam mengerjakan penelitian ini, 

dan juga 8) Sistematika penulisan, yang berisikan tentang 

sebuah ringkasan suatu penelitian agar lebih mudah 

dipahami. 

BAB II : Teori dan Konsep, dalam bab Il mengenai 

teori dan konsep. Konsep atau gagasan serta berikut teori-

teori yang diterapkan dalam analisis ini; Teori Keadilan 

                                                
27 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group), 171. 
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Hukum, Konsep Dana Pensiun Syariah, dan Konsep Dana 

Ta’zir. 

BAB III Pembahasan, Di dalam Pembahasan berisikan 

penjelasan berupa gambaran umum atau materi penelitian 

mengenai Pembebanan Dana Ta'zir dalam beberapa peraturan 

hukum Indonesia. 

BAB IV Analisis, Bab ini memuat beberapa analisis 

yang menjelaskan terkait Dana Ta’zir dan Representasi 

Prinsip Keadilan Hukum Terhadap Pembebanan Dana Ta'zir 

dalam Penyelenggaraan Dana pensiun syariah. 

BAB V: Penutup, berisikan penjelasan atau simpulan 

dari penelitian berupa hasil yang sudah dikaji dan juga saran 

kepada para praktisi atau pemangku jabatan dengan harapan 

bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran untuk beberapa regulasi terkait dengan 

Pembebanan Dana Ta'zir dalam Penyelenggara Dana pensiun  

Syariah
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Menurut temuan penelitian, ditemukan kesimpulan 

seperti ini: 

1. Dana Ta'zir dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 

di Indonesia menjamin kesetaraan antara hak dan 

kewajiban, mengedepankan prinsip keadilan yang 

seimbang, serta melindungi kemaslahatan para pihak 

dengan menimimalisasikan resiko kemungkinan bisa 

terjadi dan menyebabkan kerugian. Pembebanan dana 

ta’zir juga merupakan tanggung jawab perusahaan 

untuk memenuhi tanggung jawab yang telah 

disepakati, melindungi hak-hak individu dan 

kelompok.  

2. Ada tiga asas keadilan hukum yang digunakan dalam 

membebankan dana ta'zir: masa penangguhan paling 

lama satu tahun, pembubaran jika pendiri tidak dapat 

membayar denda, atau pembebasan denda dengan 

persetujuan tertulis dari OJK jika dihitung total 

kekayaan dan denda tidak mampu dibayarkan. 

B. SARAN 

1. Seharusnya pembebanan dana ta'zir yang tercantum 

dalam beberapa pasal didalam perundang-undangan 

yang telah disebutkan, dalam pembaharuan regulasi 

undang-undang terbaru, perlu disebutkan juga 

ketentuan dana ta'zir tersebut didalamnya agar 

nantinya setiap perundang-undangan terbaru yang 

dipakai sudah memiliki kejelasan mengenai 



 

 

pembebanan dana ta'zir dalam mengelola program 

pensiun sesuai dengan hukum syariah. 

2. Seharusnya prinsip keadilan hukum dalam 

pembebanan dana ta'zir agar lebih pasti dan jelas 

perlu dilakukan upaya penetapan besaran jumlah 

nominal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau 

lembaga dana pensiun syariah yang terkena sanksi 

dana ta’zir tersebut. Hal tersebut bisa menambah nilai 

prinsip keadilan hukum dalam pembebanan dana ta'zir 

dalam dana pensiun syariah.
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